BABII
TEORI QARD, RAHN, DAN IJARAHDALAM HUKUM ISLAM

A. QARD
1. Pengertian.

Menurut Sayid Sabiq dalam Fighussunnah al-Qard adalah:
el 8 L33

Artinya : Al-Qard secara bahasa berarti “putus”.!

Sedangkan pengertian gard menurut istilah adalah:
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Artinya :Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang
dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan
setelah mampu.”

Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, A/-Qard adalah penyerahan
(pemilikan) harta  al-misliya’ kepada orang lain untuk ditagih
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pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain, “ suatu akad yang bertujuan
untuk menyerahkan harta misiliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang

. . 99 4
sejenis dengannya .

! Sayyid Sabiq, figh al Sunnah, Juz 12, (Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt), 166.
? Ibid.,166.
3 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
24.
*Ibid., 170-171.
20
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Qard juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang
dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur figih Salaf as Shalih, gard
dikategorikan dalam aqad fa’awun atau akad saling membantu dan bukan
transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada
nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana
yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah
disepakati LKI dengan nasabah.’

Dalam pengertian lain, a/-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain
yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan
tanpa mengharapkan imbalan.® Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang
itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup,
karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang
berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak
yang berkecukupan.’

Dalam perbankan syari’ah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran
dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad gard.

Qard merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa
adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu
bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada

nasabah. A/-Qard digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat

® Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, ( Jakarta : Kencana Media
Group, 2010), 58.

® Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 70.

7 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, ,
2005), 223.
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dan berjangka pendek.® Bank syari’ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam

bentuk berikut sebagai berikut:

a) Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan
mengembalikannya dengan cepat, seperti compensating balance dan factoring
(anjak piutang).

b) Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa
menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.

c) Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.”

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang piutang

adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah figih disebutkan:
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Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya™"’

Qard sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus
diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal
muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi
“agama Allah.” Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru
untuk “meminjamkan kepada manusia” sebagai bagian dari hidup bermasyarakat

(civil society). H

¥ Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Ed. Revisi, ( Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
(UPP) AMP YKPN, 2005), 102.

? Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. ke- 1, (Jakarta : Kencana, 2005),
164.

' A. Djazuli, Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

" Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek ..., 132.
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2. Dasar Hukum.
Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad Qard adalah
sebagai berikut:

Al-Qur’an: Surat al-Baqarah, ayat 280

Oyales 23870 vﬁﬁ;}ijlaj:ﬁ” 5L Q.S\ojmof..&j;dlfdj

Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh  sampai dia  berkelapangan. @ Dan  kamu
menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.'

2. Al-Qur’an: Surat al-Baqgarah, ayat 283

o P f02 0o
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para
saksi) menyembunyikanpersaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan."?

3. Al-Qur’an: Surat al-Hadid, ayat 11

a5 AT U s s B A o 8 5 0

z

' Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya ..., 70.
 Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya ..., 71
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Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman
yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang
banyak."*

4. Al-Hadits:
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Artinya:Diceritakan oleh Musadad dari ‘Abdul A’la dari Ma’mar dari
Hamam bin Munabbih dari saudara Hamam bin Munabih
yaitu Wahab bin Munabbih sesungguhnya Wahab mendengar
Abu hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda:
Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu
adalah suatu kedzoliman. (H. R Bukhori)."

Bentuk pinjaman yang diberikan oleh mugridh merupakan kebahagiaan
bagi mugqtaridh yang memang benar-benar membutuhkan dan merupakan
sesuatu yang sangat terpuji. Memberi hutang kadang-kadang dapat menjadi
wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat berhajat.
Tidak syak (diragukan) lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat
besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu dengan yang
lain pasti membutuhkan pertolongan.'®

Ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan utang-piutang :

a. akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan.

" Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya ..., 902

15 Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, Shakhih al-bukhari, Juz 111, (Libanon: Daar al-
Kutub al-‘Tlmiyyah, tt), 120.

1 Moh. Rifa’l, [lmu Figih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 415.
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b. penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.
Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang
penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang
disepakati demikian.

c. pihak mugqtaridh wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika obyek
hutang adalah barang al-misliyyat, atau dengan barang yang sepadan
(senilai) jika obyek hutang adalah barang a/-gimiyyat.

d. jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka
pihak mugridh tidak berhak menuntut perlunasan sebelum jatuh tempo.
Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo
pengembaliannya, menurut Fugaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku
sesuai adat yang berkembang.

e. ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak mugtaridh belum
mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak
mugqridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu

pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.'’

3. Rukun dan Syarat Qard
Menurut Fuqaha’ Jumhur, rukun akad terdiri atas:'®

a. ‘Aqidain

7 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual ..., 174-175.
¥ Ibid., 78
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‘Aqidain mengandung pengertian orang yang menjalankan agad atau
perjanjian hutang piutang. Dengan demikian, yang terlibat dalam hutang
piutang tidak lain adalah mugridh dan mugtaridh,” yang dalam hal ini
tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subjek hukum.
Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan
sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban,® Adapun subjek akad
(aqidain) adalah sebagai berikut :

1) Agqil (berakal)
Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila,
terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah
umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perjanjian yang
dibuatnya.

2) Tamyiz(dapat membedakan)
Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan
buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) Mukhtar (bebas dari paksaan)
Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari
paksaan dan tekanan. Syarat ini didasarkan pada Firman Allah SWT
dalam Al Qur’an (QS an Nisa:29):

sl 80 ot o 58 8550 1Y) ot 8 0t g Y st 0 i

z0 a‘ 9 - @ a‘ %?/‘
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“Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatho Addimyathi, /’anah ath-thalibin juz 1II, (Bairut.
Daar al-kutub, tt), 52.

? Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia ..., 51.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.?’

b. Ma’qud ‘Alaihi

Ma’qud ‘Alaihi adalah benda yang menjadi objek perjanjian hutang
piutang. Benda yang menjadi objeknya harus mal mutagawwim*
Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang
terdapat perbedaan di kalangan fuqgaha Mazhab. Menurut fugaha Mazhab
Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku pada benda-benda a/-
misliyyat, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya
dihitung melalui timbangan, takaran atau satuan. Sedangkan harta benda
al-gimiyyat tidak syah dijadikan objek hutang piutang, seperti hasil seni,
rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut fugaha Mazhab Malikiyah, Syafi’iyyah, dan
Hanabillah, setiap harta benda boleh diberlakukan atasnya akad salam
boleh diberlakukannya atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta
benda al-mitsliyat maupun al-gimiyyat.>

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat

diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal ini agar

pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau

2 Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya ..., 122.
%2 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, ..., 20.
% Ibid., 173.
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nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima pada saat

mugqtaridh berhutang.**

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian,
maka Objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :*°

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini
didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak
mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

2) Dibenarkan oleh Syari’ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan
haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang
sifatnya tidak suci.

3) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki
kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi
kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
Jika objek itu berupa barang, maka benda tersebut harus jelas bentuk,
fungsi, dan keadaannya.

4) Dapat diserahterimakan
Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad

terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu,

** Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet. Ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika Offset,
1996), 137.

% Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia ..., 60.
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disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak
pertama (muqridh) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua
(muqtaridh)
c. Sighat Aqgad (ljab Qabul)
[jab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabu/ adalah suatu
pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan
oleh pihak pertama. Para ulama Figh mensyaratkan beberapa hal dalam
melakukan ijab gabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai beriku:
26
1) Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu
jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2) Tawafug/tathabug bainal ijab wal gabul, yaitu adanya kesesuaian
antara jjab dan gabul.

3) Jazmul iradataini, yaitu jjab dan gabul menunjukkan kehendak para
pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

4) Ittihadu majlisil ‘aqdi, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu
majlis.

Agar terhindar dari kesalah  pahaman yang dapat mengakibatkan

perselisihan diantara mugridh dan mugtaridh, dengan tidak jauh berbeda

% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual ..., 91.
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dengan syarat diatas, Hasbi As Syiddigie mengemukaan tiga hal yang perlu
diperhatikan dalam sighat aqad adalah sebagai berikut :*’

1) Harus terang pengertiannya.

2) Antara /jab dan Qabulharus bersesuaian.

3) Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang

bersangkutan.

B. RAHN
1. Pengertian
Menurut etimologi Ar-Rahn berarti Atsubutu wa Dawamu artinya tetap
dan kekal, atau al-Habsu wa al Luzumu artinya pengekangan dan keharusan
dan juga bisa berarti jaminan.”® Sedangkan secara terminologi para ulama figh
mendefinisikanya sebagai berikut:
a. Menurut Sayyid Sabiq, Ar-Rahn adalah menjadikan barang berharga
menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang.
b. Menurut Muhammad Rawwas Qal’ahji penyusun buku Ensiklopedia Figih
Umar bin Khattab r.a berpendapat bahwa Ar-Rahn adalah menguatkan

utang dengan jaminan utang.”’

%" Hasbi As Syiddiqie, Pengantar Figh Muammalah, Cet. ke-4, (Semarang : PT. Pustaka Rizqi
Putra, 2001), 29.

*® Abdul Rahman, DKk, Figh Mua’mat, (Jakarta : Kencana, 2010), 263.

*® Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedia Figh Umar Bin Khattab, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,1999), 463.
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c. Menurut Nasrun Haroen, Ar-Rahn adalah menjadikan suatu (barang)
sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai
pembayaran hak (piutang) itu. Baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.

Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin)

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya.30

2. Dasar Hukum
Hukum Islam tentang rahn atau gadai adalah boleh (jaiz) berdasarkan al-
Qur’an, as-sunnah dan ijma’. Adapun landasan hukum yang dipakai adalah:
a. Al —Qur’an

Dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 283:

1} 224
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.’!

30 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 3.
*! Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya ..., 70.
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b. As -Sunnah
Dalil ini diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-

Bukhari, sebagaimana yang disampaikan oleh ‘Aisyah Ummul Mukminin:

)
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Artinya: “Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli
makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan baju besi kepada
seorang yahudi tersebut (sebagai agunan)”. (HR Bukhari dan
Muslim)*

3. Syarat dan Rukun Ar-Rahn

Ar- Rahn memiliki 4 (Empat) unsur:

1) Rahin adalah orang yang memberikan jaminan
2) Al-murtahin adalah orang yang menerima

3) Al-marhun adalah harta yang dijadikan jaminan.
4) Al-marhun bih adalah utang.

Menurut ulama Hanafiyah rukun Ar-Rahn adalah jjab dan gabul dari rahin
dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn
tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama
selain Hanafiyah, rukun rahn adalah sighat, aqid (orang yang akad), marhun , dan

marhun bih.>

32 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987),
887. (Maktabah Syamilah versi 3.51).
3 Rachmad Syafei, Figih Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 162
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Adapun syarat — syarat Ar-Rahn para ulama figh menyusunnya sesuai
dengan rukun Ar-Rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat Ar-Rahn
adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berutang akad (Ar-Rahn dan al-
marhun) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum,
menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad
tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu,
menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad Ar-
Rahn asal mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat yang terkait dengan utang (a/-marhun bih): a) merupakan hak yang
wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, b) utang itu boleh
dilunasi dengan jaminan dan c) utang itu jelas dan tertentu.

c. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (a/-marhun),
menurut ulama figh syarat-syaratnya sebagai berikut: a) barang jaminan
itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, b) berharga dan
boleh dimanfaatkan, c) jelas dan tertentu, d) milik sah orang yang
berutang, e) tidak terikat dengan hak milik orang lain, f) merupakan harta

utuh dan, g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.**

4, Manfaat Ar-Rahn

** Ibid., 267-268.
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Manfaat yang dapat diambil oleh lembaga keuangan syariah dari prinsip
Ar-Rahn adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan
fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah.

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito
bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam
ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang
oleh lembaga keuangan.

c. Jika Ar-Rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang
tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama
di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat lembaga keuangan syariah adalah
biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan
keamanan asset tersebut. Jika penahanan aset berdasrkan fidusia (penahanan
barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar

biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.>”

5. Standar Penentuan Biaya Pembiayaan Ar-Rahn
a. Penyerahan Barang Gadai
Terdapat dua pendapat dalam hal ini: Pendapat pertama, serah terima
adalah syarat keharusan terjadinya Ar-Rahn. Ini pendapat Mazhab

Hanafiyah, Syafi’iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal,

** Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ..., 130.
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serta Mazhab Zahiriyah, Ar-Rahn adalah transaksi penyerta yang butuh
kepada penerima, sehingga membutuhkan serah-terima (a/-Qabz) seperti
utang. Juga karena hal ini itu adalah Ar-Rahn (gadai) yang belum diserah
terimakan, sehingga tidak diharuskan untuk menyerahkannya,
sebagaimana bila yang menggadaikan meninggal dunia.

Pendapat kedua, rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi.
Dengan demikian, bila yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan
barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat
Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah.*

b. Penetapan Biaya Gadai Syariah

Dalam menjalankan system gadai, murtahin diperbolehkan
mengambil biaya kepada rahin. Adapun biaya yang akan dibayar oleh
rahin kepada mutahin yang berkaitan dengan pelakasanaan transaksi gadai,
yaitu:

1) Biaya Administarsi

Biaya administrasi yang harus dibayarkan kepada murtahin

berdasarkan transaksi gadai syariah hanya dibebankan sekali kepada

rahin ketika terjadi akad. Biaya administrasi yang dimaksud, sebagai
berikut:

a) Biaya rill yang dikeluarkan berupa biaya ATK, perlengkapan, dan

biaya tenaga kerja.

% Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.
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b) Besarnya biaya ditetapakan sesudah terjadi penaksiran nilai harta
benda yang dijadikan agunan.

¢) Biaya yang dimaksud, dibayar pada saat pinjaman dicairkan.

2) Biaya Sewa Tempat

Untuk tarif jasa simpanan mencakup biaya pemeliharaan barang

gadaian yang dijaminkan. Tarif biaya simpan tersebut akan

dibayarkan pada saat pelunasana. Tarif jasa simpanan dibedakan

antara jenis-jenis barang gadaian dengan ketentuan, yaitu :>’

a) Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang
dijadikan jaminan.

b) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa

simpanan dengan kelipatan 10 hari (1 dihitung 10 hari).

6. Akad dalam Pembiayaan Ar-Rahn
Dalam prinsipnya pembiayaan Ar-Rahn menggunakan dua akad, yaitu

akad Ar-Rahn dan akad jjarah.®

a. Akad Ar-Rahn
Pada akad Ar-Rahn, rahin menyepakati untuk menyimpan barangnya
kepada murtahin sehingga rahin akan membayar sejumlah ongkos kepada

murtahin atas biaya perawatan dam penjagaan terhadap barang. Dalam

7 1bid., 49.
¥ Ibid., 70.
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pelaksanaan akad Ar-Rahn ini, rahin hanya berkewajiban mengembalikan
modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya
administrasi.

Kategori marhun dalam akad dimaksud, adalah berupa barang yang
tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya.
Karena itu, termasuk barang bergerak saja, seperti emas, barang
elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus
dibagikan, sebab akad ini hanya berfungsi social. Namun dalam kad ini
mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak rahin
kepada murtahin, sebagai biaya penganti administrasi yang dikeluarkan
oleh murtahin.

Akad Jarah

Akad Jjjarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui
penggantian kompensasi, yaitu pemilik menyewakan manfaat disebut
muajjir, sedangkan penyewa disebut mustajir. sesuatu yang diambil
manfaatnya disebut major dengan kompensasi atau jasa yang disebut
yjroh. Karena itu, rahin akan memberikan biaya jasa kepada murtahin
karena rahin telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh

murtahin®’®

7. Memanfaatkan Barang Jaminan (agunan/ a/-marhun)

* |bid.,
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Para ulama figih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang
dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung
jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Sedangkan pemegang barang
jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu
bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang
itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang
berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau

menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.*’

8. Berakhirnya Akad Rahn
Apabila pada waktu pembayaran atau jatuh tempo telah ditentukan maka
rahin wajib melunasinya dan murtahin wajib menyerahkan marhun dengan
segera kepada rahin. Adapun akad gadai dipandang habis atau berakhir

dengan beberapa alasan antara lain:*!

a. Barang gadaian diserahkan kepada pemiliknya
b. Dipaksa menjual barang gadai

C. Rahin melunasi semua hutang

d. Pembebasan hutang

e. Pembatalan rahin dari pihak murtahin.

f. Rahin meninggal dunia.

g. Barang jaminan tersebut rusak

* Nasrun Haroen, Figh Mua’malah, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 256
* Rachmat Syafe’l, Figh Mu’amalah ..., 178.
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h. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain atas

seizin pemiliknya.

C. UARAH

1. Pengertian

Al-jjarah (s)\>=Y! ) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan, salah satu

bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa kontrak,
menjual jasa, dan lain-lain.*

Dalam pengertian lain, 7jarah dari wjrah yang berarti upah. Yaitu
memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau
sampai waktu yang tertentu.” sama dengan menjual manfaat.**

Adapun definisi jjarah yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara
lain sebagai berikut:

Menurut fuqaha Hanafiyah, 7jarah adalah akad atau transaksi terhadap
manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syari’iyah, ijarah adalah
transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang
bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan
manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu

tertentu dengan suatu imbalan.*® Jjarah terbagi dua, yaitu sewaan dan
perburuhan. *°

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalaf), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), 227

* Moh. Rifa’l et al., Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang: CV. Toha Putra, 1990).
224,

* T M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figih Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang,2002), 97.
*® Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual ..., 182.

* Moh. Anwar, Figih Islam Mu’amalah, Munakahat, Faro’id & Jinayah (Hukum Perdata &Pidana
Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1979), 65.
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Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, fjarah adalah akad pemindahan
hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang
itu sendiri.

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan
tempat penyimpanan barang (safe deposit box) kepada nasabahnya. Barang
titipan dapat berupa harta benda yang dapat menghasilkan manfaat atau tidak
menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajir (bank
syariah), sedangkan nasabah (penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang
dapat diambil manfaatnya disebut major, sementara kompensasi atau imbalan
jasa disebut wjrah’ Dengan demikian, dalam akad Jjarah tidak ada perubahan
kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan

kepada penyewa.

. Dasar Hukum
Dasar diperbolehkannya akad ijarah,

a. Al-Qur’an: Surat ath-Thalaq, ayat 6

P

wﬂ/u\ (’Q “"T:)E.;

Artinya: Jika perempuan menyusui anak kamu. Maka hendaklah kamu
memberi upah (sewa) mereka.”

* Abdul Halim Barkatullah, Hukum Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia. Cet. ke-I,
(Bandung:Nusa Media, 2011), 88.

* Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya ...,
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b. Al-Hadits
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Artinya: Diceritakan oleh Musa bin Isma’il dari Wuhaib dari Ibnu Thowus
dari Ayahnya Thowus Dari Ibn ‘Abbas ra berkata: Rasulullah
pernah berbekam lalu beliau memberikan upah kepada tukang
bekam itu. (H.R. Bukhari).*

c. Ijtihad

Para ulama figih tidak membolehkan 7jarah terhadap nilai tukar uang
karena menyewakan itu menghabiskan materinya. Sedangkan dalam
ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Selain itu

menyewakan uang berarti adanya kelebihan pada barang ribawi yang

cenderung kepada riba yang jelas diharamkan.

3. Rukun dan Syarat
Sebagai sebuah transaksi umum, 7jarah baru dianggap sah apabila telah
memenuhi rukun dan syaratnya.
a. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan (Mujir) dan orang
yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa
sesuatu (Mustajir).

b. Sighat ijab kabul antara mu’jir dan musta jir

* Al-imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il,Shakhih al-bukhari, Juz 111, (Libanon: Daar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 75.
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c. Keuntungan (Ujrah)
d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.”

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun 7jarah hanya satu, yaitu
ijab dan gabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun 7jarah ada empat:
a. Orang yang berakal
b. Sewa/imbalan
c. Manfaat
d. Sighat (ijab dan kabul)

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur
ulama di atas adalah bukan rukun tetapi syarat. Ulama berbeda pendapat
dalam masalah pelaksanaan 7jab gabul, yaitu apakah perlu disertai kata-kata
atau tidak?

Menurut Imam Syafi’i sesungguhnya jual beli itu terjadi dengan sah harus
disertai dengan ungkapan, baik dengan terang-terangan atau dengan cara
kinayah.’' Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ijab gabul itu tidak
harus disertai dengan kata-kata.’>

Adapun syarat-syarat akad 7jarah dalam bukunya Gemala Dewi adalah
sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk

melakukan akad 7jarah.

% Hendi Suhendi, Figih Muammalah, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

*! Ibnu Rusyd, Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, Juz 11, (Semarang : Toha Putra,
t.th.), 129.

2 1bid., 67.
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b. Manfaat yang menjadi objek 7jarah harus diketahui secara sempurna,
sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.

c. Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya untuk
menggunakan manfaat tersebut, ia boleh memanfaatkan untuk dirinya
sendiri atau untuk orang lain, baik dengan cara menyewa atau
meminjamkan.

d. Pada jjarah yang bersifat jasa atas pekerjaan seseorang (7jarah ‘ala
ala’mal), obyek ifjarah bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang
tersebut.

e. Obyek fjarah merupakan suatu yang bisa disewakan.

f. Upah/sewa dalam akad Jjjarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang
bernilai.

g. Ulama Hanafi mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat
yang disewa. Bisa saja sewa-menyewa pada barang yang sama tetapi jika
berada dalam nilai dan manfaat dibolehkan. Dengan demikian jjarah bisa
dikenakan atas manfaat barang atau jasa yang dibutuhkan dan terhadap

jasa tersebut dapat diambilkan fee atau upahnya.>

4. Pembatalan dan Berakhirnya Jjarah
Pada dasarnya akad Jjarah (sewa menyewa) adalah merupakan perjanjian

yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perakadan tidak

% Gemala Dewi, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia ..., 117-118.
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memiliki hak untuk membatalkan perjanjian (tidak memiliki hak fasakh),
karena perjanjian ini termasuk dalam perjanjian timbal balik atau pertukaran.
Bahkan jika salah satu pihak yang melakukan akad ini meninggal dunia,
perjanjian sewa menyewa tidak akan batal asalkan yang menjadi obyek sewa
menyewa tersebut masih ada. Hal ini disebabkan peranannya diambil alih oleh
ahli warisnya, baik di pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa.’*
Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (fasakh)
oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu.> Adapun hal-
hal yang dapat menyebabkan akad sewa menyewa menjadi batal antara lain
sebagai berikut :
a. Terjadi aib pada obyek sewaan
Maksudnya bahwa pada barang/jasa yang menjadi obyek perjanjian sewa
menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa,
yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri,
misalnya karena pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai dengan peruntukan
penggunaan barang/jasa tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang
menyewakan dapat memintakan pembatalan.”
Segolongan fuqaha yakni Imam Malik, Imam Syafi’i, Abu Sofyan Abu
Tsaur dan yang lainnya mengatakan bahwa sewa menyewa tersebut tidak bisa

menjadi batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad yang tetap,

> Sayyid Sabiq, Pengantar Figh Muammalah ..., 210.
> Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam ..., 57.

% Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'l, A/-Umm, Juz IV, (Beirut : Daar Al-Kutub Al-
Ilmiah,), 30-32.
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seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat barang
tersebut.”’

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa cacatnya barang/jasa yang
tidak diketahui pada waktu berlangsungnya akad akan dapat membatalkan
akad sewa menyewa tersebut.

b. Rusaknya obyek yang disewakan atau yang diupahkan

Obyek yang disewakan atau yang diupahkan, bila terjadi kerusakan
padanya, maka akad atau perjanjian sewa menyewa tersebut menjadi terputus
atau berakhir. Sebab dengan rusaknya obyek sewaan dapat memutuskan akad
antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Tempat (obyek akad) tertentu untuk diperbolehkan kemanfaatannya
adakalanya memang obyek itu sendiri yang dituju dan hal ini terjadi, maka
sewa menyewa menjadi berakhir apabila obyek tersebut rusak oleh karena
suatu hal di luar kemampuan manusia. Sebagaimana pendapat Ibnu Rusyd
yang mengatakan :>* “Tempat (obyek) akad tertentu untuk diperoleh
kemanfaatannya ada kalanya memang pada barang itu sendiri yang dituju,
atau ada kalanya tidak dituju. Kalau barangnya itu sendiri yang dituju, maka
sewa menyewa menjadi batal dengan rusaknya tempat (obyek akad).”

Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata : Boleh memfasakh ijarah,
karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang

menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau

7 Ibnu Rusyd, Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, Juz 11, (Semarang : Toha Putra,
t.th.), 173.

¥ 1bid.,
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dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh 7jarah. Dan tidak menjadi
fasakh dengan dijualnya barang ( ‘ain) yang disewakan untuk pihak penyewa
atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa
sesudah berakhirnya masa jjarah.>’

c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Mengembalikan barang sewaan merupakan kewajiban penyewa, apabila
sudah terpenuhi manfaat dari barang sewaan atau telah habis masa sewanya
atau apabila ada sebab lain yang mengakibatkan putusnya akad sewa.

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan
perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa
telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.®’

Namun ada pengecualian yakni jika terdapat wzur (halangan) yang
mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir
sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai
masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk
mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut
tanaman sebelum waktunya.

d. Habisnya waktu yang ditentukan

Jika masa atau waktu yang ditentukan telah habis sebagaimana yang

terdapat dalam akad sebelumnya, maka akad sewa menyewa itu menjadi

berakhir, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh tersebut. Hal ini

>® Sayyid Sabig, Pengantar Figh Muammalah ..., 178.
% Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam ..., 58.
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sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa, seperti jika
masa Jjarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia
tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi
pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak
penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.®' Jika ijarah
telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika
barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah, ia wajib menyerahkannya
kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak ( ‘igar), ia
berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak

ada) hartanya (harta si penyewa).

' bid.,



